BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SIKKA,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 25
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah,
layanan pengadaan barang/jasa telah menjadi unit kerja
berupa Bagian Pengadaan Barang/Jasa maka untuk
memperlancar fungsi layanan pengadaan barang/jasa,
dipandang perlu untuk menempatkan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan
Barang/Jasa;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 5 1



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten
Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

. Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.
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PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 25),
diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan ayat (4) huruf b dan huruf ¢ Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) huruf a membawabhi :

a. Sub Bagian Pertanian;

b. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan; dan

c. Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

huruf b membawahi :

a. Sub Bagian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

b. Sub Bagian Pangan dan Perdagangan; dan

c. Sub Bagian Pariwisata.

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf c membawahi :

a. Sub Bagian Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Kebijakan Infrastruktur.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf d membawahi :

a. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa; dan

c. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 18
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf d mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, menyusun dan melaksanakan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program
kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan
sumber daya pengadaan barang dan jasa serta pengadaan secara

elektonik.
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(2)

(3)

(4)

()

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan
pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan
barang dan jasa serta pengadaan secara elektonik ;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian
program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
serta pengadaan secara elektronik;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan
penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi
pengadaan barang dan jasa serta pengadaan secara elektronik;

d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian
program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
serta pengadaan secara elektronik; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (4) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.

Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan di
bidang layanan pengadan barang dan jasa;

b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang
layanan pengadaan barang dan jasa;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi tugas di
bidang layanan pengadaan barang dan jasa; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk

pelaksanaan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan

barang/jasa.
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(6)

(7)

(8)

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan di
bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi tugas di
bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan
pengembangan sistem informasi pengadaan yang mencakup
perumusan, penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan sistem layanan pengadaan secara elektronik.

Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan umum
pengadaan serta penganggarannya;

b. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan
pelaporan pengelolaan barang/jasa secara elektronik;

c. pengelolaan sistem dan memfasilitasi pemilihan penyedia secara
elektronik;

d. memfasilitasi Kelompok Kerja layanan pengadaan dalam
menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;

e. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak yang
berkepentingan sebagai pengguna Sistem Pelelangan Secara
Elektronik;

f. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan
Secara Elektronik;

g. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis
pengoperasian Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 5 S



PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 26 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP, TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKR DAERAH KABUPATEN SIKKA,

L MABIKAFOLA
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